
 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR  70  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2020 – 2025  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, 

maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2020 – 2025  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5355); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

13. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4861); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5404); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348) 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 604); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2011 Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 

Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2012 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah 

Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 

2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 

Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 

239-10/2017); 
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31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah 

Kota Blitar 438-7/2018). 

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL TAHUN 2020 – 2025  

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

3. Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Blitar yang selanjutnya disingkat DPMT-PTSP adalah Perangkat 

Daerah penyelenggara urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau dengan sebutan lain 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan 

diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 
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7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada 

penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 

modal di daerah. 

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah 

Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan 

penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 

modal di daerah. 

9. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Blitar yang selanjutnya disingkat 

RUPM adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang mulai 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan 

dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait dalam 

meningkatkan penanaman modal di Kota Blitar, melalui penetapan 

fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya Bersama 

untuk mempromosikannya. 

 

Pasal 2 

(1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka 

panjang yang berlaku mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. 

(2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

 

 

BAB II 

STRUKTUR RUPM 

 

Pasal 3 

(1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan struktur : 

a. Pendahuluan; 

b. Asas dan Tujuan; 

c. Visi dan Misi;  

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal; 

e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM; dan 

f. pelaksanaan 

(2) Arah Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf d berisi : 
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a Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 

b Persebaran Penanaman Modal; 

c Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan 

d Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif; 

e Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); 

f Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 

(UMKMK); 

g Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan 

h Promosi Penanaman Modal. 

(3) Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf e, terdiri dari: 

a. Tahap I (2019-2020) : Pengembangan penanaman modal yang 

relatif mudah dan cepat menghasilkan 

(Quick wins and low hanging fruits); 

b. Tahap II (2021 - 2022) : Percepatan pengembangan infrastruktur 

dan energi; dan 

c. Tahap III (2023 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Menengah 

dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan 

(Knowledge-Based Economy). 

 

 

BAB III 

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

 

Pasal 4 

RUPM yang diatur dalam Peraturan Walikota ini menjadi pedoman bagi 

seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan 

penanaman modal. 

 

Pasal 5 

(1) DPMT-PTSP menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan 

prospektus potensi penanaman modal daerah dan pemasaran potensi 

penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran. 

(2) DPMT-PTSP memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan didukung 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengkoordinasikan 

upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi 

dalam realisasi penanaman modal. 
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(3) Kebijakan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan kepada penanam 

modal, dilakukan evaluasi secara berkala oleh DPMT-PTSP dengan 

melibatkan Perangkat Daerah terkait. 

 

Pasal 6 

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 

paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. 

(2) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan oleh DPMT-PTSP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 

untuk dilakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam 

rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah 

Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan 

sesuai ketentuan yang diatur dalam RUPM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 8 

(1) Seluruh ketentuan yang mengatur tentang penanaman modal sebelum 

Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMT-

PTSP sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan 

Perundang-undangan. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 11 November 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal  11 November 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 70 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi  

 

 Ttd. 

AHMAD TOBRONI, SH 
Pembina Tk I 

           NIP. 196709091998031008 

 


